
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

antara
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

dengan
MASYARAKAT STANDARDISASI INDONESIA

mengenai
KERJASAMA PENGEMBANGAN

STANDARDISASI PRODUK NASIONAL

Norno/: O\b/Dp/II/2OOs

Nofior:

Pada hali ini, Senin, tanggal sebelas bulan Oktobe!, tahwl dua ribu empat, berrcmpat di
Ja.karta, yang beltanda targan di bawah ini:

: Keh-ra Umum Kamar Dagang dan Jndustri
Indonesia (KADIN TNDONESIA), dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama KADIN
INDONESIA berkedudukaa di Jt. HR.
Rasuna Said X-5 Kavling 2-3, Jakart.l 12950,
selanjutnya dalam kesepakatan ini clisebut
sebagai PIHAK PERTAM.A!;

: Keh.ra Masyalakat Standardisasi Indonesia
(MASTAN), dalam hal ini bertinclak untuk
dan atas nama MASTAN yang
berkedudukan di Cedmg Manggali
Wanabakti Blok IV Lt. 3, Jl. Jenderal Garot
Soebroto, Senayan, Jat<arta selanjLltnya
dalam kesepakata.n ini rliscbut eqlag2i
PIHAK KEDUA;

MOHAMAD S. HIDAYAT

POEDJI RAHARDJO

Berlandaskan pada pemaharnan bersama
. Bahwa semakin tajamnya pelsaingan usaha antar berbagai negala

dwfa, sehingga standardisasi produk (barang dan iasa) meniadi
dalam kancah persaingan tersebut;

. Bahwl oleh karena itu perlu segera dilakukan upaya sineditik dari sun.Der dayanasional telkait untul< pengembangan standardisasi produk nasional;

dan perusahaai di
perangkat pcnting



. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah memiliki sistem dan
sumberctaya terkait yang memungkinkan penyelenttaraan upaya bersama;

dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan kerasama dalan
pengembangan standardisasi produk nasional dengan ketenhran sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan bersama bertujuan unhrk meletakkan komitmen bersama dan melakukan
kegiatan nyata bagi pengembangan standaldisasi produk nasional dengan menctorona
peran-selta aktiJ seluiui jajaran Kadin pada tingkat regional maupun sektoral, termasrri
pelaku usaha berkaitan langsung dalam kegiatan dimaksud.

rrNcxup f,Iil ircr,c,re^I
Ruang liagkup kesepakatan belsanla meliputi kegiatar yang dilakut<an oleh

PIHAK PERTAMA antara lain:
1. Memberikan dul<untan kepada MASTAN menjalant<an peran dan fungsinya dalan

standardisasi produk nasional;
2. Mendorong seluruh jaJaran Kadin pada tingkat daelah _ melalui Kadin provinsi,

KabupaterL/ Kota maupun sektoral - melalui Asosiasi, termasuk pelaku usaha yalrg
berkaitan langsung sebagai state lroldels standardisasi uituk berperan-serta dalam
upaya pengembangan standardisasi produk nasional antara lain dengan bergabr,ng
dalam MASTAN;

PII{AK KEDUA antara lain:
1. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan standatdisasi baik pada tingkat

nasional maupun intemasional, menyangkut mated standar dan penilaian
kesesuaian (sta dn,'d & cottfon it! assessnrcnt);

2. Mcn)rarnpaikan informasi mcngenai standar-standar dari ncgara lall yanE
diperlukan bagi sarana ketiatan perdagangan ekspor pelaku usaha nasionat;

3. Menyampaikan informasi rnengenai petkembantan Mutual Recoghition Agreelrctt
(MRA) dan Multilateral Arrangement (MLA) baik pada tingkat regional maupun
tingkat intemasional guna peningkatan kelancaran perdagangan ekspor Indonesii;

Kegiatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA antara lain:
1. Melakukan kajian bersama menyangkut pemmusan stlategi-strategi standaldisasi

produk nasional dalam rangka penetrasi pasar global;
2. Menyelenggalakan kegiatan sosialisasi mengenai ?spek-aspek dalam implementasi

standaldisasi produk termasuk labeling dan marking, baik yang bersifat waiib
maupr.ur sukarela.



en tHer.r i'ETi;<sA.NAAr.r

P.elakslnaan_ 
lada 

setiap kegiatan yang merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama ini
akan diahrr lebih lanjut dalam pelanjian kelasama secara telsendiri, ian merupatan satu
kesatuan yang tidak terpisahlan dengan kesepakatan bersama ini;

Pasal 4
PIMANTAUAN DAN PELAPOMN

Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama secara pedodik,
paling sedikit enam bulan sekali, dengan tembusan kepada jajalan terkait kedua pilak.

Kesepakatan bersama ini dinyatakan berlaku se.jak ditandatangani, dan kedua pihak
berkewajiban r.mtuk segera menyebarkar-luaskan kepadajaiaran masing_masing.

Kegiatan bersama ini dibiayai
pembiayan yang sah dan sesuai
belah pihak.

PIHAK KEDUA
Ketua

Masyatakat

Menyaksikan,
Ketua
Badan

Pasal 5
PEMBIAYAAN

oleh masing-masing pihak, dary'atau sumber-sumber
Pelaturan perundangan yarlg diupayakaa oleh kedua

Pasal 6
PENUTUP

PIHAK PERTAMA
Ketua Umum

Dewan Pengurus Nasional

MOHAMAD S. HIDAYAT

Menyaksikan,
Ketua

Dewan Pertimbangan
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

\

ABURIZAL BAKRIE


